UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasond yang dilaksanakan sdama ini merupakan upaya
pembangunan yang berkesnambungan yang meiputi sduruh aspek kehidupan ddam
rangka mencapal tujuan nasond berdasarkan Pancasla dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa  untuk mendukung  terwujudnya  pembangunan nesond yang
berkesnambungan dan sgdan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan
ekonomi yang semekin  kompleks, sstem keuangan yang semekink mgu  serta
perekonomian internasiond  yang semekin kompitif dan  terintegrad, maka
kebijakan moneter harus dititkberatkan pada upaya untuk memdihara dtabilitas nila
rupiah;

Cc. bahwa schubungan dengan itu, perlu dilaksanakan pringp kessimbangan antara
independen Bank Indonesa ddam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan
pengawasan dan tanggung jaweb aas kinejanya sarta akuntabilitas publik yang
transparan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, hurf b dan huruf c diatas, dipandang
perlu mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesa Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Pasd 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasd 23D, dan Pasa 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3843);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Pasa 1
Bebergpa ketentuan dadam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesa (Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3843), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasd 4 aya (2) diubah, sehingga kesduruhan Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 4"
(1) Bank Indonesiaaddah Bank Sentral Republik Indonesia.



(2) Bank Indonesa addah lembaga negara yang independen daam meaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak
lain, kecudi untuk ha-ha yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

(3) Bank Indonesia adaah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.”

. Ketentuan Pasd 6 aya (2) dan ayat (3) diubah, sehingga kesduruhan Pasd 6
berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6"

(1) Modd Bank Indonesa ditetapkan  berjumlah  sekurang-kurangnya Rp
2.000.000.000.000,00 (duatriliun rupiah).

(2) Modd sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi
paing banyak 10% (sepulun perseratus) dari sduruh kewgjiban moneter, dengan
danayang berasd dari Cadangan Umum atau dari hasil evaluas ast.

(3) Tata cara penambahan modd dari Cadangan Umum aau dari hasl evduas aset
ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.”

. Ketentuan Pasd 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2), sehingga
kesduruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasa 7"
(2) Tujuan Bank Indonesiaaddah mencapa dan memdihara kestabilan nilal rupiah.
(2) Untuk mencapal tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesa
melaksanakan kebijakan moneter secara berkdanjutan, konsisten, transparan, dan
harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

. Ketentuan Pasd 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga kesduruhan Pasa 10 berbunyi
sebagal berikut:

“Pasal 10"
(1) Dadam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana
dimaksud daam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang:
a Menetapkan sasaransasaran moneter dengan memperhatikan sasaran  lgu
inflag;
b. Mdakukan pengenddian moneter dengan menggunakan caa-caa yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) Operad pasar terbukadi pasar uang baik rupiah maupun vauta asing;
2) Penetapan tingkat diskonto;
3) Penetapan cadangan wajib minimum;
4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.
(2) Cara-cara pengenddian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat dilaksanakan juga berdasarkan Pringp Syariah
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia”

. Ketentuan Pasd 11 ditambah 2 (dua) ayat baru yatu ayat (4) dan ayat (5), sehingga
kesdluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“Pasdl 11”

(1) Bank Indonesa dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Pringp
Syariah untuk jangka waktu paing lama 90 (sembulan puluh) hari kepada Bank
untuk mengatas kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.

(2) Paksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsp  Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waib dijamin oleh bank penerima dengan
agunan yang bekuditas tinggi dan mudah dicarkan yang nilanya minimd
sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
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(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia

(4) Ddam hd suau bank mengdami kesulitan keuangan yang berdampak sstematik
dan berpotens mengakibatkan krigs yang membahayakan sstem keuangan, Bank
Indonesia dapa memberikan faglitas pembiayaan darurat yang pendanaannya
menjadi beban Pemerintah.

(5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengena kesulitan  keuangan
Bank yang berdampak dgematik, pemberian faslitas pembiayaan darurat, dan
sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
diatur ddam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan sdlambat-lambatnya akhir
tahun 2004.”

Penjdlasan Pasd 34 ayat (1) diubah sebagamana tercantum daam penjelasan, dan
ketentuan Pasd 34 aya (2) diubah, sehingga kesduruhan Pasd 34 ayat (2) diubah,
sehingga kesduruhan Pasa 34 berbunyi sebagal berikut:

(1) Tugas mengawas bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan
dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”

Penjelasan Pasa 37 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, dan menambah 2 (dua) ayat baru yatu aya (3)
dan ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

(1) Dewan Gubernur meaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesa
sebagaimana ditetapkan dalam Undang- undang.

(2) Pembagian tugas dan wewenang Anggota Dewan Gubernur daam melaksanakan
ketentuan sebagamana dimeksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Dewan Gubernur.

(3) Tata tertib dan tata cara pedaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur
ditetgpkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

(4) Kinerja Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur daam melaksanakan
tugas dan wewenangnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga kesduruhan Pasd 40 berbunyi sebaga
berikut:

“Pasal 40"
Untuk dapat diangkat sebagal anggota Dewan Gubernur, caon yang bersangkutan
harus memenuhi syarat:
a. warganegaralndonesa;
b. memiliki integritas, akhlak, dan mora yang tinggi;
c. memiliki keahlian dan pengdaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau
hukum.”

Ketentuan Pasd 41 ayat (1), aya (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga
kesduruhan Pasal 41 berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 417
(1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat
oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Cdon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presden berdasarkan rekomendas dari
Gubernur.



(3) Ddam hd ini cdon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur
sebagamana dimeksud pada ayat (1) tidek disetuyjui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, Presiden wajib menggukan calon baru.

(4) Ddam ha cdon yang digukan oleh Presden sebagamana dimeksud pada ayat
(3) untuk kedua kdinya tidak disstujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presden
waib mengangkaet kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi
Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan
yang lebih tinggi di ddam druktur jabatan Dewan Gubernur  dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)

(5) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembai ddam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya

(6) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang tdah berakhir masa jabatannya
dilakukan secara berkaa setigp tahun paling banyak 2 (dua) orang.”

11. ayat (1) huruf ¢ Pasd 47 dihapus , dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat
baru yaitu ayat (3), sehingga kesduruhan Pasa 47 berbunyi sebagal berikut:

"Pasal 47

(1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang;

a. Mempunayi kepentingan langsung aau tidek langsung pada perusshaan mana
pun juga

b. Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuai karena kedudukannya wajib
memangku jabatan tertentu;

c. Dihapus.

(2) Ddam had Anggota Dewan Gubernur meakukan sdah satu atau lebih larangan
sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, anggota Dewan
Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

(3) Ddam hd Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
bersedia mengundurkan diri, Presden menetapkan Anggota Dewan Gubernur
tersebut berhenti dari jabatan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

12. Ketentuan Pasa 48 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (2) dan ayat
(3), sehingga kesduruhan Pasa 48 berbunyi sebagal berikuit:

“Pasal 48

(1) Anggota Dewan Gubernur tidak dgpat diberhentikan ddam masa jabatannya,

kecudi karena yang bersangkutan:

a. Mengundurkan diri;

b. Terbukti melakukan tindak pidana kg ahatan;

c. Tidak dapat hadir secara fisk dadam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa
aasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. Dinyatakan pallit atau tidek mampu memenuhi kewgjiban kepada kreditur,
atau

e. Berhdangan tetap.

(2) Anggota Dewan Gubernur yang direkomendaskan untuk  diberhentikan
sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan d berhak didengar
keterangannya.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

13. Ketentuan Pasal 52 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yatu ayat (2), sehingga
kesdluruhan Pasal 52 berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 52
(1) Bank Indonesia bertindak sebagal pemegang kas Pemerintah.
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(2) Ddam meaksanakan fungs tersebut pada ayat (1), bank Indonesa memberikan
bunga atas sddo kas Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasd 54 ayat (2) diubah, sehingga kesduruhan Pasa 54 berbunyi sebega
berikut:
“Pasal 54

(1) Pemerintah wagib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank
Indonesia daam sdang kabinet yang membahas masadah ekonomi, perbankan dan
keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesa atau masdah lan yang
termasuk kewenangan Bank Indonesia.

(2) Bank Indonesa wagib memberikan pendapat dan pertimbangan  kepada
Pemerintah mengena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Beanja Negara serta
kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.”

Ketentuan Pasd 55 aya (4) dan ayat (5) diubah, sehingga kesduruhan Pasa 55
berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55

(1) Ddam hd Pemerintah akan menerbitken surat-surat utang negara, Pemerintah
waib terlebih dahulu berkonsultas dengan Bank Indonesia.

(2) Sebddlum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah wagjib berkonsultas dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang
diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Bank Indonesia dilarang membedi surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk diri sendiri di pasar primer, kecuai surat utang negara
berjangka pendek yang diperlukan olen Bank Indonesia untuk operas
pengenddian moneter

(5) Bank Indonesa dapat membei surat utang negara daam rangka pemberian
fadlitas pembiayaan darurat sebagaimana dimeksud ddam Pasd 11 aya (4) di

pasar primer.”
16. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga kesaluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank Indonesa waib menyampakan lgporan tahunan secara tertulis kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setigp awa tahun anggaran, yang
memua:

a. Pedaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan

b. Rencana kebijakan, penetgpan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan
tugas dan wewenang Bank Indonesa untuk tahun yang akan datang dengan
memperhaikan  perkembangan lgu inflas  sata  kondis  ekonomi  dan
keuangan.

(2) Bank Indonesia wagjib menyampakan laporan triwulanan secara tertulis tentang
peaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Pewakilan Rakyat dan
Pemerintah

(3) Lagporan tahunan dan lgporan triwulanan yang disampaikan oleh Bank Indonesa
sebagamana dimeksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievduas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan digunakan sebaga bahan penilaan tahunan terhadap
kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.

(4) Ddam hd Dewan Pewekilan Rakya memerlukan penjelasan mengenai ha-hd
yang berkaitan dengan peaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk daam
rangka penilaan terhadgp kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesa wajib
menyampaikan penjelasan secaralisan dan/atau tertulis.

(5) Laporan tahunan dan lgporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka meadui media massa
dengan mencantumkan ringkasannya daam Berita Negara.



(6) Setigp awa tahun anggaran, Bank Indonesa wgib menyampaikan informas
kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:
a. Evauas terhadap pel aksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
b. Rencama kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang
akan daang dengan mempetimbangkan sasaan  lgu  inflas  seta
perkembangan kondis ekonomi dan keuangan.”

17. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disispkan 1 (satu) pasd baru menjadi Pasal 58A yang
berbnyi sebagal berikut:

“Pasal 58A”

(1) Untuk membantu Dewan Pewakilan Rekya ddam medaksanekan fungs
pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervis
ddam wupaya meningkatkan akuntabilitas, independens, transparand, dan
kredibilitas Bank Indonesia

(2) Badan Supervis terdiri 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang Ketua
merangkep anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
dan dapat dipilih kembdi untuk satu kai masa jabatan berikutnya

(3) Keanggotaan Badan Supervid  dipilih  dari  orang-orang yang mempunya
integritas,  morditas,  kemampuanvkapabilitag’keshlian,  profesondisme  dan
berpengdaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

(4) Sduruh biaya Badan Supervis dibebankan pada anggaran operasond Bank
Indonesia

(5) Badan Supervis berkedudukan di Jekarta

(6) Badan Supervis menyampakan lgporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekai daam 3 (tiga) bulan aau sewaktu
waktu gpabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

18. Ketentuan Pasadl 60 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru
yaitu ayat (4), sehingga kesduruhan Pasd 60 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60"

(1) Tahun anggaran Bank Indonesia adaah tahun kaender.

(2) Sdambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebdum dimula tahun anggaran, Dewan
Gubernur menetgpkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang mdiputi anggaran
untuk kegiatan operasona dan anggaran untuk kebijakan moneter, sSstem
pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.

(3) Anggaran kegiatan operasond sebagamana dimaksud pada ayat (2) dan evadues
pelaksanaan anggaran tahun berjdan disampailkan kepada Dewan Perwakilan
Rekyat, ddam ha ini da kdengkgpan Dewan Perwakilan Rakya yang
membidangnya, untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Anggaran untuk kebijakan moneter, sstem pembayaran, serta pengaturan dan
pengawasan perbankan, wagjib dilaporkan secara khusus kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.”

19. Ketentuan Pasa 62 diubah, sehingga kesduruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 62"
(1) Surplusdari hesil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebaga berikut:

a.  30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;

b. Ssaya dipupuk sebaga Cadangan Umum  sehingga jumlah moda  den
Cadangan Umum menjadi 10 % (sepuluh perseratus) dari sduruh kewgjiban
moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

(2) Ddam hd terjadi rigko aas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesa
yang mengakibatkan modd Bank Indonesa menjadi berkurang dari Rp
2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), sebagian atau sduruh surplus tahun
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berjdan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokaskan untuk
Cadangan Umum guna menutup risko dimaksud.

(3) Ddam hd stdah dilakukan upaya sebagaimana dimeksud pada ayat (2) jumlah
moda Bank Indonesia mash kurang dari Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun
rupiah), Pemerintah wgib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Ssa aurplus stddah dikurangi pembagian sebagamana diatur pada ayat (1)
diserahkan Pemerintah.”

Ketentuan Pasd 77 diubah, sehingga kesduruhan Pasal 77 berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 77"
Daam jangka wektu sdambat-lambatnya 5 (lima) tahun sgak diberlakukamya
Undang-undang ini, Bank Indonesa wagib sudah meepaskan sduruh penyertaannya
pada badan hukum aau badan lannya yang tidek memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 64 ayat (1).”

Diantara Pasd 77 dan Pasd 78 disgpkan 1 (satu) pasd baru menjadi Pasd 77 A
yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 77A”
Ketentuan mengena mata uang sebagamana dimaksud ddam Pasd 2, Pasd 19 A,
Pasal 20, Pasd 21, Pasd 22, dan pasal 23 Undang-undang ini dinyatakan tetap
berlaku hingga diatur |lebih lanjut dengan undang-undang tersebut.”

Pasd 1l
Sepanjang  Undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasd 11 ayat (5) belum
ditetapkan maka pengaturan ha-ha sebagamana dimaksud pada Pasd 11 ayat (5)
tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.
Nota kesgpakatan sebagamana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004.
Sdama penydesaan Bantuan Likuidas Bank Indonesa beum berakhir, Cadangan
Tujuan ditetgpkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
Sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa surplus
Bank Indonesa dikenakan pgak penghasilan, maka berdasarkan Undang-undang ini
surplus Bank Indonesiatidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasdl 11

Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar sHigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Undang-undang  ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatangga 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
padatanggd 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

UMUM

Kesnambungan peaksanaan pembangunan nasond memerlukan penyesuaian kebijakan,
moneter dengan tujuan yang dititikberatkan pada upaya mencapa dan memeihara
dabilitas nila rupiah yang ditopang oleh tiga pilar yang utama yatu kebijakan moneter
dengan pringp kehati-hatian, sstem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, sarta
sstem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisen. Mekanisme perumusan kebijakan
moneter tersebut harus terkoordines dengan perumusan kebijakan dibidang fiskal dan
sektor riil.

Sdem keuangan internasond  yang semekin kompetitif dan  terintegras tdlah
membentuk suatu perekonomian globa yang memudahkan Pergerakan arus modad dan
persaingan tersebut, sdain dapat mendorong pertumbuhan  ekonomi, juga dapat
mengakibatkan kerentanan perekonomian nasona

Untuk mengatas berbagal tantangan di aas, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme
perumusan kebijakan moneter dan penataan kembai kedembagaan Bank Indonesia
sebaga penanggung jawab otoritas kebijakan moneter. Langkah tersebut diperlukan
untuk memperkuat akuntabilitas, tranparand, dan kredibilitas Bank Indonesa tanpa
mengurangi maknaindependens Lembaga negara tersebut.

Berkenaan dengan penataan kelembagaan, untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat
daam meaksanakan fungs pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesa
dibentuk Badan Supervis. Pembentukan Badan Supervis ini merupakan bagian dari
upaya meningkatkan akuntabilitas, independens, transparand, dan kredibilitas Bank
Indonesa. Dadam menjdankan tugasnya, Badan Supervis tidek meakukan penilaian
terhadep kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut
memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sstem pembayaran, pengaturan dan
pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetgpan dan pelaksanaan
kebijakan moneter. Badan Supervis menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan pdaksanaan tugas Bank Indonesa, sdama ini pelaksanaan fungd
sebagal The Lender of the Last Resort (LoLR) dilakukan olen Bank Indonesa medui
pemberian fadlitas kredit kepada Bank yang mengadami kesulitan pendanaan jangka
pendek dan dijamin dengan agunan yang berkuditas tinggi dan mudah dicairkan. Hd ini
dirasskan sangatlah terbatas dan belum mencakup fungs the Lender of the Last Resort
yang dapat digunekan ddam kondis darurat atau kriss. Untuk itu dengan Undang-
undang ini dimungkinkan Bank Indonesa dapat memberikan faslitas pembiaysan darurat
yang pendanaanya menjadi beban pemerintah, ddam hd suatu bank mengdami kesulitan
keuangan yang berdampak dSdemik dan  berpotens  mengakibatkan  kriss  yang
membahayakan sstem keuangan. Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep jaringan
pengaman sektor keuangan ( Indonesia Financial Safety Net) yang akan diatur ddam
undang-undang tersendiri.

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Aggaran Pendgpatan dan Belanja Negara
(RAPBN), Undang-undang ini mewgjibkan Bank Indonesa untuk memberikan pendapat
dan petimbangan kepada Pemerintah mengena RAPBN sata kebijakan lan yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesiakewgjiban tersebut dimaksudkan
agar penyusunan RAPBN dapat mempertimbangkan lebih cermat agpek moneter yang
terkait dengan berbagai kebijaksanaan di bidang fiskal.



Tugas Bank Indonesia untuk mengawas bank menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun
1999 berdfat sementara Namun demikian mengingat amanat pembentukan lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan yaitu sdambat-lambainya tangga 31 Desember 2002
tedah terlampaui, maka dengan Undang-undang ini ditegaskean kembdi bahwa
pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen yang akan dibentuk sdlambat-lambatnya pada tanggd 31
Desember  2010.Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan
dengan memperhatikan kesgpan sumber daya manusa dan infra sruktur lembaga
tersebut dalam menerima pengdihan pengawasan bank dari Bank Indonesia

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukekan di atas, dengan menitikberatkan
pada lebih terkoordinasinya penyusunan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan
sektor riil, dan terwujudnya prindp keseimbangan antara independens yang diberikan
kepada Bank Indonesa dadam mdaksanakan tugas dan wewenangnya dengan
pengawasan dan tanggung jawab terhadep kinerjanya yang harus memenuhi akuntabilitas
publik yang transparan, di pandang perlu untuk meakukan penyesuaian  dengan
mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesa

PASAL DEMI PASAL

Pasd 1

Angkal

Pasd 4

Aya (1)

Yang dimeksud dengan Bank sentrd addah lembaga negara yang mempunya wewenang
untuk mengeluarkan dat pembayaran yang sah dari suau negara, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran dtem pembayaran,
mengatur dan mengawas perbankan, serta menjadankan fungs sebagal Lender of the last
resort

Bank sentra dimeksud mempunya tujuan mencapa dan memeihara kestabilan nila
rupiah dan tideak meakukan kegiaan intermedias seperti yang dilakukan oleh bank pada
umumnya walaupun demikian, ddam rangka mendukung tuges-tugesnya Bank sentrd
dapat melakukan akitifitas perbankan yang dianggep perlu. Di Indonesa hanya ada satu
Bank Sentral sesua dengan Pasd 23D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesa
Tahun 1945.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan campur tangan addah semua bentuk intimidas, ancaman,
pemaksaan dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat
mempengaruhi kebijakan dan pel aksanaan tugas Bank Indonesia

Tidaek termaksud daam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh
pihek lan aau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lan aas permintsan Bank
Indonesia dalam rangka mendukung pel aksanaan tugas Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan pihak lain addah semua pihak diluar Bank Indonesa termasuk
Pemerintah dan / atau lembaga lannya

Ketentuan ini  dimeksudkan agar Bank Indonesa dapat melaksanakan tugas dan
wewenangnya secara efektif.

Ayat (3)

Bank Indonesa dinyataken sebaga badan hukum dengan Undang-undang ini dan
dimaksudkan agar terdgpat keeasan wewenang Bank Indonesa dadam mengeola
kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sdain
itu, Bank Indonesa sebaga badan hukum publik berwenang menetgpkan peraturan dan
mengenakan sanks dalam batas kewenangannya

Angka 2

Pesal 6

Ayat (1)



Modd Bank Indonesa sebagamana dimeksud pada aya ini berasal dari kekayaan
Negara yang dipisshkan, yang merupakan penjumlahan dari modd, Cadangan Umum,
Cadangan Tujuan dan bagian dai laba yang bedum dibagi menurut Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelum Undang-undang ini diberlakukan.

Aya (2)

Yang dimaksud dengan kewgiban moneter adalah kewgjiban Bank Indonesia kepada
masyarakat, bank, dan Pemerintah yang terdiri atas uang karta yang diedarkan,saldo
kredit rekening milik bank, milik Pemerintah, dan milik pihak lan yang tercatat di bank
Indonesia serta surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

Aya 3

Pasa 7

Aya (1)

Kedabilan nila rupigh yang dimeksud ddam ayat ini addah kedabilan nila rupiah
terhadap barang dan jasa, serta tehadgp mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah
terhadgp barang dan jasa diukur dengan aau tercermin dari  perkembangan Igu
inflas.kestabilan nila  rupiah terhadgp maa uang negara lain diukur dengan atau
tercermin dari perkembangan nila tukar rupiah terhadap mata uang negaralain.

Kedabilan nila rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi  yang
berkelanjutan dan meningkatkan kesgahteraan rakyat.

Ayat 2

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia
secara berkelanjutan, konsisten,dan transparan dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas
bagi dunia usaha dan masyaraka luas. Disamping itu, ketentuan ini dimeksudkan pula
agar kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sudah memepertimbangkan dampaknya
terhadap perekonomian nasona secara kesdluruhan, termasuk bidang keuangan negara
dan perkembangan di sekitar riil.

Angka 4

Pasa 10

Ayat (1)

Huruf a

Sasaan lgu inflad  ditetgpkan oleh Pemerinteh.Ddam menetgpkan lgu inflag,
Pemerintah berkoordinas dengan Bank Indonesia.

Huruf b

Angkal

Termasuk dalam operas pasar terbuka pada ayat ini addah intervens di pasar vaduta
adng yang dilakukan oleh Bank Indonesia ddam rangka stabilisas rupiah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan penetgpan tingkat diskonto adalah penetgpan tingkat bunga
tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesa antara lain dalam operas pasar terbuka
daam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungs lender of last
resort.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan pengaturan kredit aau pembiayaan addah  penetgpan
pertumbuhan penyauran kredit aau pembiayaan oleh  lembaga perbankan secara
kesdluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter.

Ayat 2

Operas pasar terbuka ddam rangka pengenddian moneter melaui bank berdasarkan
pringp Syariah dilakukan dengan cara penetapan nisbah bagi hasil atau imbaan sebaga
pengganti tingkat diskonto yang diberlakukan pada Bank konvensiond.

Aya 3

Pokok-pokok ketentuan yang yang akan ditetgpkan daam peraturan Bank Indonesia
meiputi antaralain

a. tatacarapelaksanaan operas pasar terbukadi pasar uang rupiah;

b. tatacarapeaksanaan intervens vautaasing ddam rangkainstabilisas rupiah;

c. ingrumen yang digunakan dalam operas pasar terbuka;



d. tatacarapenetapan tingkat diskonto;

e. penetapan jenis dan besaran cadangan wgib minimum bagi Bank, bak ddam mata
uang rupiah maupun vauta asing.

f.  Penetapan sanks adminigtras terhadap pelanggaran cadangan wgjib minimum;

g Pembatasan kredit atau pembiyayaan termasuk juga segda bentuk faslitas pinjaman
danameaui pasar rupiah dan vduta asng;

h. Pengaiuran huruf c, huruf d, dan huruf g yang didasarkan pada prindp Syariah,
terutama mengena penetgpan nisbah bagi hasl atau imbaan.

Angka5

Pasal 11

Aya (1)

Pemberian kredit atau pembiyaan berdasarkan Prindp Syariah kepada Bank yang

dimaksudkan ddam pasd ini hanya dilakukan untuk mengatas kesulitan Bank karena

adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan
arus danakeluar.

Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini addah hari kaender.jangka wakiu pding lama

90 (sembilan puluh ) hai yang dimeksud pada aya ini merupakan jangka waktu

maks mum yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya

Apabila kredit atau pembiyaan berdasarkan Pringp Syariah tidak dapat dilunas pada saat

jatuh tempo, Bark Indonesa sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya

sesual dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

Bank yang dapa memperolen bantuan likuiditas addah Bank yang memenuhi

persyaratan yang ditetgpkan oleh Bank Indonesa, misdnya secara nyata berdasarkan

informas  yang diperoleh bank Indonesia bahwa Bank yang bersangkutan mengaami
kesulitan likuiditas jangka pendek,memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan,
akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondis Bank  tertentu.

Aya (2)

Yang dimaksud dengan agunan yang berkuditas tinggi dan mudsah dicarkan mdiputi

surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum yang

yang memepunya peringkat tinggi berdasarkan hasl penildan lembaga pemeringkat
yang kompeten dan sewaktu-wektu dengan mudah depat dijua kepasar untuk dijadikan
uang tuna.

Yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Prindp Syariah misdnya bagi hesl atau

risko yang ditanggung bersama secara proporsiond.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetgpkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat

antaralain :

a pesyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, termasuk diddamnya persyaratan Bank penerima. Ddam rangka mendliti
pemenuhan kesehatan Bank tersebut, Bank Indonesa meakukan pemeriksaan Bank
caon penerimakredit atau pembiayaan;

b. Jangkawaktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasl dan biayalannya;

C. Jenis agunan berupa surat berharga dan aau tagihan yang mempunya peringkat
tingg;

d. Tatacara pengikatan agunan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 34

Aya (1)

Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk meakukan pengawasan

terhadap Bank dan perusahaanperusshaan sektor jasa keuangan lainnya yang mdiputi

asurand, dana pensiunan, sekuritas, moda ventura, dan perusshaan pembiayaan, serta
badan-badan lain yang menyelenggarakan pengel olaan dana masyarakat.



Lembaga ini bersfat independen ddam menjaankan tugasnya dan kedudukannya berada
diluar pemeintah dan berkewgiban menyampakan lgporan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dan Dewan Pewekilan Rekya.Daam meakukan tugasnya lembaga ini (
Supervisory board) meakukan koordinas dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai
Bank Sentra yang akan diaur dadam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan
dimaksud.

Lembaga pengawasan ini dgpat mengeduarkan ketentuan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinas dengan Bank Indonesa dan
meminta penjelasan dari Bank Indonesa keterangan dan data makro yang diperlukan.

Aya (2)

Pengdihan fungs pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setedlah dipenuhinya syarat-syarat yang
mdiputi infrasiruktur, anggaran, persondia, druktur organises, Sdem informad, Sstem
dokumentas, dan berbaga peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Angka7

Pasal 37

Ayat (1)

Jumlah anggota Dewan Gubernur disesuaikan sstelah fungs pengawasan bank didihkan
kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan memepertimbangkan prinsip
efidend.

Angka8

Pasal 38

Ayat (1)

Ddam rangka pdaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur dapat menetgpkan organisas
berikut perangkatnya.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam peraturan Dewan Gubernur memuat
antaralan;

a. pembagian tugas anggota Dewan Gubernur;

b. pendeegasian wewenang;

C. kode etik Dewan Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka9

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia addah orang yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagal warga negara Indonesia

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimeksud dengan memiliki keshlian addah seorang yang menguasa suatu bidang
keshlian berdasarkan latar belakang pendidikan, kellmuan, dan pengdaman yang di
perlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan memiliki pengdaman addah latar belakang perjdanan karir yang
bersangkutan daam sdah sau bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum
khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Sentrd

Angka 10

Pasal 41

Ayat (1)

Untuk setigp jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, Presiden
menyampaikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon kepada Dewan Perwakilan
Rakyat. Usulan tersebut disampaikan sdambat-lambatnya 3 (tige) bulan  sebelum
berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Usulan Presiden tersebut dilakukan dengan memperlakukan pula aspiras masyarakat.



Dewan Pewakilan Rakyat menyetujui atau menolak caon Gubernur, Deputi Gubernur
Senior, dan Deputi Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sgak usul diterima

Daam rangka pemberian persetujuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta
cdon Gubernur, Deputi Gubernur Senior,dan Deputi Gubernur dapat melakukan
presentas ddam ddang Dewan Pewekilan Rakyat menyangkut vid, pengdaman,
keahlian atau kemampuan, serta hd-ha yang berkaitan dengan mord dan akhlak calon
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur.

Cdon yang tdah memperoleh persetujuan Dewan Pewekilan Rakyat ditetgpkan dan
diangkat menjadi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur oleh Presiden
sebagal kepala negara dengan keputusan Presiden.

Aya (2

Rekomendas dari Gubernur diberikan setelah dilakukan proses sdeks secara transparan,
akuntabel, dan objektif.

Baka cadon Deputi Gubernur yang disdeks berasal baik dari Bank Indonesa maupun
dai luar Bank Indonesa dengan memberikan kesempatan yang sama serta memenuhi
syarat sebagamana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Jumlah cdon yang digukan Gubernur kepada Presiden sekurang-kurangnya 4 (empet)
orang dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

Aya (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penggantian anggota Dewan Gubernur yang dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk
menjamin  kesnambungan kepemimpinan dan peaksanaan tugas pengdolaan Bank
Indonesa

Angka 11

Pasal 47

Aya (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mempunya kepentingan langsung pada suatu perusahaan adalah
goabila yang bersangkutan duduk sebaga pengurus ddam suatu  perusahaan  atau
menjdankan sendiri ussha perdagangan barang atau jasa Yang dimaksud dengan
mempunya  kepentingan tidek langsung addah gpabila yang bersangkutan  memiliki
kepentingan melaui  kepemilikan ssham suatu perusahaan diatas 25 % ( dua puluh lima
perseratus).

Huruf b

Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki tugas yang sangat draegis dibidang
moneter, ssem pembayaran, dan pengaturan dan pengawasan bank sudah sewgarnya
apabila anggota Dewan Gubernur lebih profesond dan loyd terhadgp pelaksanaan
tugasnya

Rangkap jabatan yang dimaksud termasuk pengurus pada parta politik serta lembaga
aau organisad lanya yang dapat mengganggu kinerja dan profesonditasnya berkaitan
dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagal anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
Namun, berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya anggota Dewan Gubernur secara
ex- officio dapat menangkep jabatan pada lembaga-lembaga tertentu antara lan pada
Internasional Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Institut Bankir Insonesia.

Huruf ¢

Cukup jelas

Aya (2)

Dadam hd Deputi Gubernur Senior dan aau Deputi Gubernur yang diketahui telah
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) tidak bersedia mengundurkan
diri. Apabila yang mdakukan peanggaan addah Gubernur, Presden meminta yang
bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Aya (3)



Cukup jelas

Angka 12

Pasal 48

Aya (1)

Huruf a

Pengunduran diri sebagaimana dissbut ddam pasd ini addah digukan secara sukarda
oleh yang bersangkutan atau disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimeksud daam
Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (2)

Huruf b

Pemberhentian karena melakukan tindek pidana kgahatan sebagaimana dimaksud daam
pasa ini harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan
hukum tetap.

Huruf ¢

Tidek dapat dipertanggungjawabkan sebagamana dimaksud ddam pasd ini addah
gpabila anggota Dewan Gubernur tidek hadir secara fisk tanpa pemberitahuan kepada
Dewan Gubernur.

Huruf d

Palit dan tidek mampu memenuhi kewgiban addah berdasarkan putusan pengadilan
yang mepunya hukum tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berhdangan tetgp addah meninggd dunia, mengdami cacat fisk
dan/atau cacat mental yang tidek memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan
tugas-tugasnya dengan baik, atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 52

Aya (1)

Sebaga pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesa pada dasarnya menatausahakan
sduruh rekening Pemerintah, Peaksanaan penatausahaan tersebut dilaksanakan sesua
dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan addah undang-undang yang
mengatur perbendaharaan negara.

Angka 14

Pasal 54

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 55

Aya (1)

Konaultas ini dperlukan agar penerbitan surat utang negara tepat waktu dan tidak
berakibat negatif terhadgp kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualan surat utang
tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar sarta
menguntungkan Pemerintah.

Aya (2)

Pdaksanaan konsultas dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan komis yang
membidangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Aya 3

Apabila penerimaan negara dari pgak, laba, perusahaan negara, dan sebagainya tidak
cukup untuk membiaya pengduaran negara sduruhnya, kekurangan tersebut diatas
ditutup dengan dana yang berasd dari masyarakat, bak berupa pinjaman ddam negeri
maupun masyarakat luar negeri dengan menerbitkan surat-surat utang negara.

Pembdian surat-surat utang negara oleh Bank Indonesia hanya dapat dilakukan secara
tidak langsung atau dipasar sekunder.

Aya (4)



Yang dimaksud dengan surat utang negara yang diperlukan untuk operas pengenddian

moneter ddam ayat ini adaah surat utang negara berjangka pendek dengan waktu paing

lama 1(satu) tahun.

Aya (5)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 58

Ayat (1)

Laporan tahunan yang disampakan Dewan Pewekilan Rakyat addah ddam rangka

akuntabilitas, sedangkan lgporan tahunan kepada Pemerintah addah daam rangka

informes..

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayéa 6

Penyampaian informas  kepada masyarakat, disamping sebaga  ceminan  azas

trangparans juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah kebijakan moneter yang

dapat dipaka sebaga sdah sau pertimbangan penting daam perencanaan ussha para

pelaku pasar.

Angkal7

Pasal 58A

Aya (1)

Y ang dimaksud pengawasan dibidang tertentu adalah melakukan tugas,

a. telashan atas lgporan keuangan tahunan Bank Indonesig;

b. telaahan atas anggaran operasond dan investas Bank Indonesia;

c. tdaghan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasond diluar kebijakan
moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia

d. Badan supervis ddam menjdankan tugas sebagamana dimeksud di atas tidak
melakukan penilaan terhadgp kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil
keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan dibidang sstem
pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan
penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter.

Badan Supervis tidak dapat:

Menghadiri rapat Dewan Gubernur;

Mencampuri dan menilal kebijakan Bank Indonesiag,

Mengevauas kinerja Dewan Gubernur,

Menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia,

Menyampakan informas yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya langsung kepada

publik.

Hasl telahaan atau lgporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Aya (2)

Keanggotaan Badan Supervis diusulkan olen Presden sekurang-kurangnya 10 (sepuluh )

orang.

Ketua Badan Supervis dipih dari dan oleh anggota Badan Supervis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat 5

Badan Supervis bertempat yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Ayét (6)
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Cukup jelas

Angka 18

Pasal 60

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persetyjuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diberiken meadui konsultas dengan
komis yang membidangi Bank Indonesa dan dan perbankan sdambat-lambatnya 31
Desember tigp tahun anggaran. Apabila satdah tanggd 31 Desember beum mendapat
persetujuan, anggaran yang diusulkan dianggap disetujui.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan secara khusus adalah dilaporkan secara tertutup kepada komis
yang membidangi Bank Indonesia dan perbankan.

Angka 19

Pasal 62

Ayat (1)

Cadangan umum dipergunekan untuk menambah modd aau menutup devist Bank
Indonesa, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain  untuk  biaya
penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengaduan perlengkapan yang diperlukan,
dan perkembangan organisss dan sumber daya manusa daam meaksanakan tugas dan
wewenang Bank Indonesa sarta penyertaan yang diperlukan daam pelaksanaan tugas
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasa 64 .

Ddam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentrd, pembagian surplus
Bank Indonesia untuk Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh perseratus)

yang digunakan untuk biaya penggantian / pembaruan aktiva tetgp dan perlengkapan
yang diperlukan daam medaksanakan tugas dan usaha Bank Indonesia.

Dadam Undang-undang ini, Cadangan Tujuan digunakan untuk biaya penggantian dan
atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan
sumber daya manusia dan organisss daam meaksanakan tugas dan wewenang Bank
Indonesia serta penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasa 64.

Pembagian surplus pada Bank Indonesia untuk Cadangan Tujuan ddam Undang-undang
ini ditingkatkan menjadi 30 % (tiga pulun perseratus), mengingat tantangan yang
dihadgpi Bank Indoneda, antara lain perlunya peningkatan kuditas sumber daya manusa
yang berkes nambungan serta perlunya peningkatan kuditas teknologi.

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Ddam hd modd termasuk Cadangan Umum tdah mencapa 10 % (sepuluh perseratus)
dari lewgiban moneter, 9sa surplus yang merupakan bagian Pemerintah terlebih dahulu
harus digunakan untuk membayar kewgjiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

Angka 20

Pasa 77

Cukup jelas

Angka 2l

Pasal 77A

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasd 111

Cukup jelas
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